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PERATURAN DAER/\TI KAEJUPATEN }{ALMAI{ERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2OOB

TENTANG

RETRIBUSI JASA PBI,ABTIIIAN LATIT'

DENGAI\ RAIIIvTAT TUHAN YANG MAI{A ESA

Menimbemg:

Mengingat : l.

b.

c.

2

-', ^

BUPATI HALMAI.IERA BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, maka pemerintah
Daerah diberi wewenang dalam perryelenggaraan pelabuhan lokal dalarn
rvilayah Kabupatcn l{alrnahera Barat;

bahrva pelabuhan lokal sebignima-ra climaksucl humf q aclalah
merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki
peran yallg siogat penting dan strategis, rnaka dalam pernbinaan
pelayanan kepada masyarakat perlu diatur Retribusi .rasa pclabuhan
Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pacla hurul. a,
b, dipandang perlu menetapkan Perahrran Dacrah Kabrrpaten llalmahem
Barat tentang R.etribusi Jasa Pelabuhan Laut.

IJndang-undang l'lomor 6 'fahun 2000 tentang pen:bahan ertas undnng-
undang Nomor 46 T'ahun 1999 tentang Pernbentukan provinsi il4aluku
utara I(.abupaten Buru dan Kabrrpaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3961):

IJndang-undang Nomor 34 Tahur 2000 tentang llerubahan atas
Undang-IJndang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dal
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 lriomor 246, Tambahan
Lembararr Negara Nomor 40a$;

Undang-Undang Nomor I f'ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
I'Iahnahera Utar4 Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore }(epulauiln di
Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4264);

{il



4. l,ndang-Unclang ]{omor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
(Lembaran lJegara Itepublik Indonesia 'fahun 2a04 Nomor 125,'j'ambahan l-emb:ran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unclang Nomor g 'rahun
2c05 ten'tang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti L.lnclang-
undang i.{omor 3 l'ahun 2005 tentang perubahan Llndang-unclarig
Nomor 32 'fahun 2004 tentang pemerint,lhan Daerah menjadi unclang-
lJndang, Undang-Llndang Nomor r2 Tahun 200g tentang perubahan
Kedua atas undang-tlndang Nomor 32 Tahun 2004 tentiurg
Pernerintahan l)aerali (Lembaran Neqara Republik lndonesia 'fahun
2005 Nomor 108. I amb;rhan Lembaia:r Negara I{epublik Indonesia
nonlor 4548,'fanrbahart Lembaran Negara I{epublik Indonesia lrtromcrr
AQAA\,'t \, "i -r,, ,

5. IJndang-tJndang Nomor 33 f'ahun 12004 tentang perimbiurgan Keuanearr
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,enrbaran Negarzr
Ilepubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarribahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 3\;

6. Peraturan Pemerinta.h Nomor de tuhrn 200ltentalg Retribusi Daerah
(Lerrbaran Negara Tahun za\! Nomor ll9, Tambahan Lembararr
Negara Nomor al39);

'/. Peraturan Pemeriniah |.lomor 49 Tahun 2001 tentang Kepelabuha.nan
(Lembaran Negara Tahun ?.001 ]rlomor r27, Tambahan Lembaran
Negara Nontor 4145);

8. Keputusan Presiden R.l Nomor 44 f'ahun lggg tentang T'ekhnik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Runcangm
undang-undaug , I{ancangan peraturan pemerintah dan Rancnngan
Keputusa' Presiden (Lemba.an Negara 'fahun 1999 Nomor 70);

9. Peraluran Daeralr Kabupatcn lr4aluku utar.a Nomor 7 Tahun 1990
tentang Penfidikan Pegaw'ai Negeri sipil (ppNS) di Lingkungan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Tingkat II Maluku utara (L,embaran
Daerah Kalbupaten Maluku Utara Tahun r992 Nomor 3 seri B Nomor
2);

10. Peratr-ran Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 4 T'ahun 2003
t6ni.arrg Penrbz,han aias Perai.uran Daerah Kabu;-raten Maluku utara
Nomor 8 Tahun 2001 tentang susunan organisasi Dinas F(abupaterr
t\4aluku l-Itara.
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Den gan Pr:rsctuj uan Bcrsama

DB\VAN PEIIWA KII,AN RAKYAT DAERATI
KAI]UPA'f EI.I I{A T,MAI{ERA BAITAT

I)an

BUPATT fl ALMAIIERA Br\I{Al'

MEIVIUTUSKAN:

P ERA'| URAN D.\ E R,\ i-i K i\ Il U PATEN I{AI-,ivtr\ HERA Bhil{T
TEN'fANG RETRItsIJSI JASA PELABIJHAN LATJT.

Menetapl<an

I]AB I
KETENTUAN UMUM

I
Pasal I

Dqlq- Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Flalmahera Barat;
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pem-bantuan oengan prinsip }.Iegara
Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud clilam Unclang-Undanf nusar Negara
Republik Indoncsia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi ya'g lairurya
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Harmahera Barat;

4. Kepala Daerah adalah Bupati I{erlmahera Barat;
5. Peiabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai

den gan peraturan Perundan g-undan gan yan g berl aku;
6. Dinas Perhtrbungan adalah Dinas Perhuburrgan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Pelabuhan adalah ternpat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnyir dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintatran dan kegiatan ekonimi yang
dipergunakan sebagai tempat bersandar, berla.buh, naik turun p"nu*lung dan atau boigkar
muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan peiayararr tlan kegiatan
penunjang pelabu}an serta sebagai tempat perpindahan intra clan antar moda transportasi;

8. Pelabuhan l-aut adalah Pelabuhan lJrnum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan
arrgkutan l-aut.

9. Pelabuhan Umutn adalah pelabuhan yang diselenggarakan untulc kepentingan pelayaran
masl,arakat umum.

10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan peny'elenggaraarr
Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban kapal, penumpang dan
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atau barang, keselantatan berlaya^r, tempat perpindahan intra da:V atau antar mod;r serLe
mendorong perekonomian daerah dan nasional;

l l. Daerah l,ingkungan Kerja Pclabuhan Laut adalah wilayah perairan dan daratan padir
pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk liegiatan kcpelabuhanan;

12. Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan leut adalah wilayah perairan di sel<eliling
pelabuhan umuln yang dipergu:rakirn untuk rnerrjamin keselamatan pelayaran;

13. Jasa adalah kegiatan Perlerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh oraDg pribadi atau
badan;

14. Itetribusi jasa umum adalah pelaya',^an yang disediakan atau diberikan Pemerintah lJaerah
Untuk tujuan kepentingan dan kernanfaatan ulnum serta dapat dinikmati oleh oi:ang pribacli
atau badan hukum;

15. Wajib Retribusi adalah omng pribaCi atau badan yang menurut Peraturan penudang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotr:ngan retribusi tertentu;

16. Ir4asa retribusi adalah jangka r,r'aktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk tnemanfaatkan iasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersairgkutan;

17. Surat setoran retribusi daer;rh, yang selanjutnya ilisebut SSRD adalah surat yang cligunakan
oleh rvajib retribusi untuk melakukan pembayarar/atau penyetoran retribusi yang terutang
ke kas Daerah atau ke tempat pernbayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

I B. Surat Ketetapan Itetribusi l)aerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan
yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang;

19. Surat tagihan Retribusi l)aerah yang selanjutnya disebut S'IlfD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adrninistrasi bempa bunga clan atau denda;

20, Surat Setoran Rctribusi f)aerah, yang selaniutnya disebut SSRD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau ke te:npat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, men€{ump,_rlkan dan rnengola}r
dan atau keterangan lair dalam rangka pengawasan kepaftihan pemenuhan kewajibarr
retrib usi berdasarkarr peraturan perun dang-undair gan Retribus i Dacrah;

22.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindal,ran yang dilakukan
oleh Penyidik Pegarvai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk ntencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

RAB II
I\AMA, OBYtrK DAN SUBJEK IiETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama retribusi jasa pelabuhan laut dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan yang diberikan.
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Pasal4

Sub.iek I{etribusi adalah setiap orang atau baclan yang menggunakan pelabuhan.

I}AI} III
GOLONGAN T$TRIBU,SI

Pnsal 5

Retribusi .lasa Pelabuhan Laut digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV I
CATTA MENG{JKTJR TTNGK/T'T PfiNCCUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tatanan waktu dan satuan uktrarr di setiap jenis
pelayanan j a.sa kepelabuhanan.

(l)

(2)

BAts V
PITINSII} DAN SASART\N DALAI{ PENBT.APAI\I STRUKTUIT

DAN BBSd.ITNYA TARIF RBTRIBUSI

Pasal 7

Prinsip diur sasaran dalam penetapllan strul$ur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas
tujuan unhrk mengendalikan pemrintaan dan penggunaan jasa kepelabuhana.n dengan tetap
memperhatikan biaya penyelenggaraan oelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan;
Struktur, golongan darr jenis tarifjasa kepelabuhanan disusun dengan rnemoerhatikan :

a. I(epentingan pelayan umunr;
b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
c. Kepentingan penrakai jasa;

d. Pengembalian biay'a dan investasi;
e.. Pertumbuhan dan pr:ngembangarr usaha.



(l)

(2)

BAB VI
.TEI\IS PEI,AYANAN

Pasal 8

Jenis pelayanan jasa kepe labuhanan terdiri dari :

a. Pelayanan.jasakapal;
b. Pelayananjasabarang;
c Pelayanan;asaDenunlpang;
d. Pclayanan ja^s: i:rin-lain.

s'rui r(r r'r DAr\{ *r r3lfinyJL rr. o, n R Br * r B us r

Pasal 9

Struktur tarit'pelayanan jasa k,:peiabuhanan merupakan kerangka tarif <iikaitkan delgan
tatanan waktu clan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasaiepelabuhalan;
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanln jasa kepelabuhanan akan ditetapkan
sebagainlarla dirnaksucl ayat (l) alcan diatur lebih'lanjut dengan kepuhrsan Kepala Daerah.

BAI} VIII.WILAYAH PEMIINGUTAN

Pasal 10

Iletribusi yang terutang dipungut cli wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuSanan
diberikan.

BAB IX
SAAT ROTRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
diper:;amakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

I'asal 12

Dalarn hal Wajib Retribusi tidak inembayar tepat pacla walltunya atau kurang bayar, dikenakarn
sanksi admini.strasi berupa bunga sebesar ZYo (dua persen) setiap bulan Jari retr"ibpsi 1,ang
terutang atau kurang bayar dan ditagih d.engan menggunakan ST'RD.
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RAB XI
'r.it,TA CAILA PBIVIUNGUTA N

I'asal 13

(l) Pernungutan retribusi tidek dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau clokumen lain yeng dipersanrakan.

BAB XII
TA'TA CA IIA PEMBAYAI{AN RETITIBU,SI

'Plcal14

t i i F:=-b;:i-=:'-:s:i=i -.:rr -,ff-f,?:: -lr-i.rs diir.,mi E€*elg,ls ,fi !in*;s:
(lt -iaLe caia iti'ri,3-.-ra:t* ;tsilrir:?:l i:: ::iig.x. pesrh,cn-aan i:trfoa*

Keputusan Kepala Dacr.rh.
&:ngan-E-

BAB XIII/
TATA CAITA PBNAGIIIAN

l'asal 15

(1) Pengeluaran .su'at tegunm/peringaian/surat lain yang sejenis sebagai awal tinr:laka'
pelal;sanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari se.yak jatuh tempo;

(2) Dalarn jartgka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat tegu'an/peringatan/surat lain yang; seienis.

wa.iib Retribusi harus melu:rasi r:etribusiirya yaiig iemtang;
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dikeluarkan oleh Irejabat yang clitturjuk

BAB XIV
PENGURANGAIV' KERTNGANAN DAN PEMBEI}ASAN RETR.IBUSI

Pasal 16

(1.1 Kepala Daerah dapat rnemberikan pengurangan, kerirrgana.n dan pembebasan retribtrsi;
(2) Pengurangan: keringanan dan pernbebasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) cliberikan

den gan memperhatika_r k emampuan l,vaj i b retri busi ;

(3) Tata cara pengurangal), ket'iirganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah.
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I}AB XVII
KNI'BNTUAN PBNU:I'UP '

Pasal l9

Derrgan berlakunya Peraluran f)aerah ini, maka Peratura.n Daerah Kabupaten Daerah'l'ingkat II
lv{ah:ku Utam }.lornor 16 Tahun 1995 tcntang Retribusi Jasa Kepelabuha.n 6inyatakzuiticlak
ber:laku lagi.

Pasal 20 
/

I"lal-hal yang beh-rm diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaanny1
akan cliatur lebih lanjut dengan Kepulusan.dan atau Peraturan Bupati.

Pasal 2l

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku p;tda tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerinrahtan pengunclangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran f)aerah Kabupatcn I{almahera Barat.

I
Ditetapkan di : Jailolo

: 29 Agustus 2008
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Diundangkan di : .Iailolo
pada tanggal : I September 2008
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